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Suatuy tmgauan sosiclogis  ter-
hadap “Police Hazard”, merupakan

suatu peridekatan dengan memper-

gunakan kensep-konsép dasar vang
diambil dari sosiologi. Akan tetapi,
oleh karena sosiologi tidak mung-
kin terlepas dari ilmu sosial lain-
nya, maka ada kemungkinan bahwa
konsep-konsep di luar sosiologi juga
dipergunakan, Konsep-konsep yang
berasal dari antropologi, psikologi,
ekonomi maupun ilmu politik, mi-
sainya, tidak boleh diremehkan,

oleh. karsna. juga berperan.. Akan .

ietapi  konsep-konsep dari  ilmu
sosial di luar sosiologi hanya akan
dipergunakan secara sepintas saja.

Telaghan terhadap “police ha-
zard” tidak mungkin dilakukan
tanpa terlebih  dshule  mencoba

untuk menggambarkan ‘secara rung-"

kas apa yang dimaksudkan dengan'
istilah tersebut. Secara sosiologis, ;
maka "“hazard” merupakan suail’
bahaya atau risiko yang mengen-’
dap dalam suatu situssi tertentu.
Endapan bahaya atau risiko ‘itu
karena pembahaﬂ-pembahan ter-
teniu atau secara kebetulan dapat
berubah menjadi gangguan vang

mengakibatkan kerugian materiel

Apabila dikait-
meka “‘po-

maupun imateriel.
kan dengan ''police”,

lice hazard'’ dapat diartikan sebagal .

endapan bahaya atau risiko dalam
situashsituast tertentu, vang di-
hadapi polisi.

Endapan bahaya atau risiko pada
dasarnva dihadapi oleh setiap ma-
nusia dalam masyarakat. Demikian

Prof, DR. Scerjono Socekantao, S.H,, M.A, adalab Guru Beser pada Universites Indonesia.
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;uga hainva dengan pa!ssn ~maka
sebagaa bagian. dari masyarakat po-

fisi. }uga barhadapan dengan endap-

an bahaya atau risiko itu. Masalah-
~nye --adalah bziamana dan cara

baga:mana pohs; hams dapat men-
cegah. terjadinya gangguan - sebagai
akibat. endapan bahaya atau risiko
_ tersebutii Dalam thal- ini: dapat di-
kalakan,--.bahwa yang harus dicegah
“adalah’ terjadinya’ pembahan atau
unsur ‘kebetulan yang ‘mengakibat-
kan' terjadinya gangguan. ‘Apakah
poiisi..tidak.fmempunyai tugas meng-
hilangkan endapan bahaya atau ri-

- siko itu? Kalau memang. itu tugas '

nya bagazmanakah caranya?

i\:?asaiah masalah’ iyl tidak akan
mungkm terjawab tanpa terteblh
dahuiu ‘merigetengahkan fugas- tugas
pokok ‘polisi' di- Indonesia. Tugas~
tugas pokok tersebut sudah ter-
antum ‘dalam beberapa: perundang-
undangan Hal itu akan diketengah-
kan secara rsngkas tanpa memberi-
kan penilaian ‘mengenai kekurang-
an atau kelebihannya, agar supaya
aturan-aturan tersebut dapat di-
tafsirkan sebagai netral.

--Tugas~tu§as pokaok-polist.
Menurut pasal-pasal 1 dan 2 Un-

- dang-Undang Nomor 13 ishun

1961, tugas-tugas pokok polisi

adalah, sebagai berikut:

1. Pasal 1.

- {1} Kepolisian Negara Republik
indonesia, selaniuinya dise-

but Kepolisian Negara, ialah
~alat Negara Pensgak Hukum
‘yang terutama beriugas me-

~ - melihara keamanan di dalam
{2} Kepolisian Negara dalam men-
. jalankan tugasnya selalu men-
“junjung tinggi hak-hak asasi
rakyat dan Hukum Negara

2 Pasal 2

Daéam melaksanakan kemﬁtuan
Ketenman ‘dalam pasal 1, mai/a
Kepohsran Negara mempunyar
tugas: _ _
{1} a. Memelihara _ketertiban;;_dan
menjamin - keamanan

- umum;

b, Mencegah dan memberan—
tas menjalarnva penvakit-
penvakit masyarakat;

¢, Memelihara  keselamatan

" Negara terhadap gangguan
dari dalam: _

d, Memelihara  keselamatan
orang, benda dan masya-
rakat, termasulk memberi
perfindungan dan perto-
longan; .

g. Mengusahakan  ketaatan
Warga Negara dan masya-
rakat terhadap peraturan-
peraturan Negara.

{2} Dalam bidang peradilan meng-
adakan penyidikan atas Kke-
jahatan dan pelanggaran me-
nurut  ketenfuan-ketentuan
dalam Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana dan lain-




- lain Peraturan Negara.

{3} Mangawasi aliran kepercaye-
.an yang dapat membahaya-
. kan masyarakat dan Megars;
{4} Meisksanzkan _
~ khusus lain - yang diberikan
‘kepadanya oleh suatu per-

* aturan Negara. -

. Pasal 18.

Kepoilsian Negara dapat dnkut
sertakan secara fisik di dalam
pertahanan dan ikut serts di
dalam pengamanan ussha per-
tahanan guna mencapai potensi
maksimal dari rakvyai di dalam
nertahanan total,

Menurut pasal 4 Keputusan Pre-
siden nomor 52 tahun 1968,
maka:

ri
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Kepalisian Republik
indonesia bartugas serta ber-
tanggung jawab sebagal alat
penegak Hukum, teruiama di
bidang keamanan dan keter
tiban masvarakat sssuai de-
ngan  ketentusn dalam "Un-
dang-Undang Pokok Kepolisi-
an Negara” serta dalam bidang
kekaryaan sshagal kekuatan
sosial politik.” '

Selanjutnya pasal 31 Keputusan
Presiden nomor 7 tshun 1874
mananiukan, bahwa:

“a. Kepolisian Negara Republik
Indonesia, disingkat POLRI
bertugas dan hertanggung
iawab untuk melgksanakan

24

tugas-tugas

‘dan mengamankan kebijak:
sanaan Departemen Pertahan-
an Keamanan dalam raﬂg"*-
me!aksanakan

1. Segala usaha dan kegiatan

sebagai alat Negara dan Pe--
negak Hukum terutama di
bidang pembinaan ka-:
- amanan dan ketertiban'da-
lam masyarakat, sesuajde-
ngan Undang-Undang -No-
mor 13 tahun 19671 dan
Keputusan Presiden -Re-
publik  Indonesia Nomor
52 tahun 1968." :

Menurut Undang-Undang nomer
8 tahun 1881, maka penvyidik ada-
lah pejabat Kepolisian MNegara Re-
publik indonesia aiau pegawai ne-
geri sipil tertentu vang diberi we-
wenang khusus oleh Undang-Un-
dang, untuk melakukan penyidik-
an. Penyelidilc adalah pejabat Ke-
polisian Negara Republik Indonesia
yang diberl wewenang oleh Un-
dang-undang - uniuk melakokan pe-
nyelidikan. Badan-badan. vang di-
bebani wewenanyg penyidikan, an-’
tara lain, ditentukan dalam pasal
& Undang-Undang nomor 8 tahun.
1981 tersebut. |

Pasal 30 ayat 4 dan pasal 38
ayat 2 Undang-undang nomor 20
tahun 1982, merumuskan tugas-
tugas polisi, sehagat berikut:

1. Pasal 30 ayat 4;

a. Seiaku  alat Megara penegak
hulkum memelihara serta me-



. ningkatkan tertib Hukum dan
. bersama-sama dengan ssgenap
. komponen kekuatan Pertahan-

~an ‘Keamanan Negara .lainnya

"';-j"'membma ke‘ten’tramaﬂ masya-

:':.-._'rakat dalam we!ayah negara
. -guna. mewujudkan keamanan
--Fdan_ : katertsban masyaraka’f:

' _..;Melar(sanakaﬂ "tugas Kepohsaan
-+ -selaku. pengayom daiam merm-
i __b&rskén perimdmgan dan pe-
_.._'.___layanan kepada masyarakat
. bagi tegaknya ketentuan per-
. 'aturan perundang undangan

" .'c Membambmg masyarakat bag
tercsptanya kondisi- vang me-
“nunjang . terselenggaranya usa-

"+ ha dan kegiatan sebagai mana

4 _dimaksud huruf a dan b ayat
{4} pasal-ini.

;_'Pasal 3%avyat2:

. Kepala . Kepolisian Repubhk In-

donesia memimpin Markas Besar

‘Kepolisian Negara Republik In-

- donesia ‘dalam  melaksanakan

‘tugas. dan tanggung jawab atas:

a. Mengusahakan Kketaatan diri
. dan - warga masyarakat ter-
hadap hukum dan peraturan
~perundang-undangan,

b. Melaksanakan penyidikan per-
kara - berdasarkan  peraturan
perundang-undangan;

¢. Mencegah dan menanggulangi
turnbuhnya penyakit masva-

rakat dan aliran kepercayaan

yang dapat menimbulkan per-

pecahan atau mengamean per-

- an “atau bencana,

. an perundang -undangan;:.

satuan bangsa.

d. Memeslihara kesslamatan Jﬁwa
raga, harta-benda den: img
kungan alam terhadap ganggu-

termaéu'k

memberikan perlindungan dan
per‘miengan yang dalam . pe-

. :'_iaksanaan wajib - men;umung

-tinggi -dan . harkat martabaﬁ:
rmanusia, hukum dan p@ratur-

2, Menyelenggarakan kes‘gasama
dan  koordinasi, dengan. ins-
tansi, - badan . atau {empaga
yang bersangkutan dengan

fungsi dan tugasnya;

£, Dalam keadaan darurat ber-

sama-sama segenap komponen
kekuatan pertahanan keaman-
ant‘MNegara melaksanakan tugas
sesuai dengan peraturan  per-
undang-undangan. i

Dengan demikian, maka tugas'po-

kok polisi

adalah mengusahakan

pada pribadi dan masyarakat, ada-
nya:

1

7 c

. Kebebasan dari

gangguan fisik
maupun mental, '
Kebebasan dari kekecewaan, ke-

khawatiran dan konflik,

3. Perlindungan dari bahaya,
4.

Perasaan damai daiam kehidup-
an bersama,

Endapan bahaya atau risiko

- Sehagaimana disinggung di muka,
maka setiap warga masyarakat pasti
akan berhadapan dengan endapan
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1 risike vang afls dalam
C.:%e‘fd;:}aﬂ bersama. Polisi
w;%rga “magyarakat, juoa
mmgraaaam ha! m akan aatapi
“raRgking eféknva  agak  berbeda.
JHal il ‘disehabkan, oleh karena
‘thgastugas polisi dan lingkungan
pekerfashinya, “membentiuk budaya
tersendivi yang' dalam aspek-aspek
terienty berbeda berbeda dengan
budaya’ Umum® ‘masyarakat. Dalam
menghadani ‘endapan ‘bahaya atau
risiko, “ada’ kemungkinan bahwa
polist bes‘s&kap tmdak sebagal ber-
ikut:’

toMencurigal pihak-pihak tertentu,
Z:Mengisolasico«<irl, olsh karena
“dalam sikap: tindak curiga, se-
wbatknya berhati-hati apabila ber-
chubungans dengan  pihak  iain,
2. Dalam  tindakannya berorientasi
. pada pensgakan ketertiban, oleh
.. karena  edanya bahaya berarti
.-bahwa, pengakuan terhadap wi-
bawa polisi agak berpudar,
4. Sebagal salah satu akibat dari
Cbutlr 37 di atas, maka polisi
. aendgrmg m@ngguna%am kekeras-
""'an/Seﬂ ata,

&
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me;a%smakan wewenang secara
“sewenang-wenang.

g, Timbulnva solidarttas vang me-
nsngkat an%‘aﬁ"a sgsama rekan se-
orofesi

Sudah tentubahwa berkembangnya
sikap'tindakoterssbut di atas ter-
gantung pulavpads pelbagei pola
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nelaksanasn tugss yang lazim di-

terapkan, Mengenat hal inl ads
beberapa pola tertenfu, sepert -
misa!nya'

1. Pola peiaksanaan ‘cugas

bersifat informal; artinya, pelak-
sanaan tugas-tugas Kepolisiar se-
nantiasa disesuaikan dengan pola
pengendalian  sosial  tradisional
vang timbul dari masyarakat
sesuai dengan adat-istiadanya.

2. Pola  pelaksanaan tugas wvang
bersifat pasif; artinva, polisi
hanya bertindak dalam keaclaan
terpakesa saja, oleh karena tuju-
an utamanya hanya bermaksud
untuk memberitahu isntang sk-
sistensinya, yang mungkin dapat
mencegah ierjadinya pelanggaran
dan kajahatan.

3. Pola  pelaksanaan tugas wang
bersifat puniiif, artinva, pelak-
sanaan tugas kepoiisian ditekan-
kan padz teror vang diharapian
menyebartuaskan rasa takut un-
tule melanggar aiay berbuat ke-
izhatan,

4. Pola pelaksanaan tugas vang
persifat preventif; artinva, tugas-
tugas kepotisian ditekankan pada
pencegahan pelengoaran dan ke-
iahatan dengan ialan mengadakan
interaks! asosiatif dengen komu-
niti dan memberikan tekansan
pada mmraﬁgan, pemyihihan
dar pendidikan.

5. Pola pelaksanaan tugas vang ber-
sifat realtif] artinys, tugas-tugss

yaﬂg —



kegm%;mn d:eeuerggarakan G%n

n "te'rleta}f'_’:
__ enmdakan \:

af’temauf
mungkm dilaksanaa# secara “akumu-
latif. Sikap tindak “tertentu polisi
cfa!am menghadgp; bahaya sebagai-
mana ~diperinci ~di “atas, mungkm
lebih bsrkembang pada pola- pola

rupakan

' Les'tenm mtsah"zya
'_'dan represif,
U Seca

tur ‘mrt@ﬂfcu
strukmr tadi adalah:

1. Kelompok

2. Kebudayaan

3. Lembaga sosial

4, Stratifikasi,

5. Kekuasaan dan wewenang.

- Unsur-unsur -tersebut tumbuh  dan-

berkembang, oleh karena warga
masyarakat senantiasa berant@;akc
bailk secara ssosiatif maupuﬁ dssow
siatif.

Dalam kenyataan, maka sztiap
unsur shruicmy tersabufmempawa_ﬁ

tarat homogenitas dan faraf hete-

 rogenitas tertentu, Misalnva di

'_ “tinggi, |
- 'besar h;dup warga masyaraka“& yaﬁg__ _
Tberasal dari suku yang berbeda.

pec,,esaan d§

akan tetapt )

E}@Ea r,_»umi:tf'

'sas;t}%oms se’nap masya-” :
rakat di aﬂdasfxaﬂ pada. suafu striik-

Unsur msur pg%\cek_' -~ demikian,

két@-_k@.%&'b_ésar di- im@nasm iarafﬁ.
hetercgenitas: k%bﬁda‘gf&&ﬂ z’e{am :
oleh “ kare kota- -koita

Sebahknga (1!1 kebah‘yai«’an Wslayah
!ﬁdonesaa ze_rutama

'_ Qe}s:tas yahg relatif tmggs. Lem'ba'g&
X iembaga sossal yarzg ‘ierdapaat i

S kota- kma besar ;uga heﬁemgm
"5'_._:_apczbtta dlbammgkan dengan ke~
-adaaﬂ di w;iayah pedesaan yang
' ‘E:erpencal

Keﬁtdupan haz:emgen dengan 1a-
raf yang relatif ‘i:mggi mengakmat-
kan terjadmya pemagai pola inte-

raksi (antara lain}, sehingga manu-
's;a ‘pribadi maupun keiempak me-
¥ ;‘zeriukgn daya adaptasz vang relatif
-besar agar kehidupan’ berlangsung

serasi- dan damal. Dalam keadaan
“didak Usemua pribadi
mempunyal daya bericleransi dan
kemampuan menahan diri  vyang
sarna.  Oleh  karena gy, dalam
situasi kehidupan heterogin vang
tingyl tarafnya, senantiass ada en-
da;:»an endapan bahave atau risike.

~Kehicupanhiomogin dengan taraf
vang relatif tinggl, mengakibatkan
timbuinya suatd fanatisme terhadap
pola-pola vang ada. Pola-pola ter-
sebut biasanya sudah dipertahankan
dari sstu gensrazi ke generas
bertkuinya, sshinged menjadi tradisi
vang melembaga dan membudaya
dengan kuatnva, Balam kehidupan
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' vang sangat homogin tersebut, ma-
nusia. pribadi hampir-hampir tidak
mempunyal peluang uniuk dapat
relaksanakan kehendak pribadinya,

oleh —karena -senantiasa - diawasi
oleh suatu paia pengendahan sosial
yang relatif ketat. Taraf fanatisme
ter"enm akan mengakibatkan ma-
nusia bermkap defensif terhadap
penyimpangan-penyimpangan vang
secara rasional sebenarnya tidak
merupakan gangguan. Dalam kehi-
dupan semacam ini senantiasa ada
endapan-endapan bahava atau risi-
ko, sebagaimana halnya dengan
kehidupan heterogin bertaraf tinggi.

Taraf kehidupan homogin dan
hetercgin, seyogianva dipandang
sehagal pasangan, dan bukan seba-
gai lawan. Apabila kedua kuiub
itu dipandang sebagai pasangan,
maka vang diperiukan adalah kese-
rasiannya. Kessrasian akan isrca-
pai apabila pandangan tentang
homogenitas disertai dengan va-
riasi, dan pandangan heterogenitas
diseriai dengan garis-garis kese-
ragaman terientu,

Pola pandangan vang ekstrim
homogin atau heterogin  belaka,
- merupakan salah saiu penyebab,
bahwa endapan-endapan bahaya
atau risike pada akhirnya menjadi
gangguan vang membahayakan. A-
pabila hal ini desertai dengan
kemiskinan, keterbelakangan mau-
pun  ketidaktghuan, baik secara
materiel maupun spiritual.

Hal-hal vang telah dijelaskan
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secara ringkas, merupakan pan-
dangan makro yang sedikit banvak-
nya bersifat teoritis, Sudah teniu
diperlukan perincian lebih lanjut

untuk sampai- pada taraf -mikro,

vang mungkin memeriukan pena-

nganan kasuistis, Tujuannya adalah

untuk meletakkan suatu kerangka
berfikir vang cukup iuss, wvang
dapat dijadikan landasan vang da-
pat menampung pelbagal masalah.
Pembahasan secara pragmatis me-
mang diperiukan, akan ietapi ka-
dang-kadang pragmatisme hanva da-
pat mengatasi masalah secara partial
dan insidental. Beberapa cetatan
tentang penanganan siiuasi-situasi

yang penuh endapan bahaya dan

risiko.

Yang dimaksudkan dengan pe-
nanganan adelah kegistan vang
ditekankan pada penanggulangan
masalah. Secara konsepsional, iang-
kah-langkah penanggulangan ma-

~ salah, adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan lingkup masalah

2. Pengumpuian data

3. Pengolshan dan analisis data

4. identifikasi kebutuhan

5. Penetapan dan perumusan iu-
juan

8. Perencanaan tmdakan

7. Perkiraan konsekuensi tindak-

an
8. Pemilihan tindakan
8. Penyusunan rencana kerja
10. Pelaksanaan rencana
11, Evaluasi pelaksanaan
12, Umpan halik.



' .-dmeara

- tisme |
dilakukan dangaﬁ mewerapkaﬁ pola

daﬂ’u%{ memuaaam eﬁmasé
h;a;&pan %mogen maupu h
mgm _memang sebalkwa diusaha-
kan gencr&pan pola preventif. .ﬁ kan,
tetapi ity seja tidak cukap, _ E
karena . ma mg-mcgs;na ﬁcmgu;”ya:
karakmrfsuk tersendiri, Fanatisme.
pada ; situasi homagm akan dapat
Easaai .dengan cara
namkan. @géuarm-peiuang ﬁ&nyaéuw

'3?“*;

?&

s sendifl, - Hal - inj da;}ai

tradzs;ongi Betapapun tradisional-
nya ‘sustu masyarakat, past ada
cara~-cara . terfenty  vyang bersifat
“fradisional pula, vang memberikan
peiuang akan terjadinya perubahan.
Oleh. karena itu, setiep polisi se-
baiknya dengan saksama mem-
pelajari dan mengamati situasi di
tempat cia bertugas dengan me-
numbuhkan  hubungan-hubungan
atau interaksi asosiatif dengan war-
04 masyarakat setempat. :
Situasi kehidupan heterogin juga
harus dihadapi dengan pola preven-
1if, yang disertai dengan »nola-
pola lalnnya. Kemungkinan terjadi-
nya benirokan-bentrokan kepen-
~ tingan, seyogianya dapat dicegah,
mungkin dengan menerapkan pola
reaktif. Yang jelas adalah bahwa
pola punitif dan represif merupa-
kan instansi terakhir, yang sedapat-
nya tidak diterapkan, kecuali apa-
bila benar-benar terpaksa.
Netralisasi endapan-endapan yang
berbahaya atau mengandung risiko,

ke seyoglanya dilakukan dengsn:

cara, sehagal barikut

mena- -

\,Leganﬂaﬂ sebagal akibat fana- .

B

. Mengusahakan

: Wangﬂnnb“zngkaﬁ paﬂdar.gan d;
“kalangan warga masyarakat, bah-

wa siiuasi-situas i@”’“{eﬂtﬁ.é_ “rhe-
ngandung  endapan” bahaya dan
risiko, yang sebaiknya dinetrali-
sasi atau dijaga agar Udﬂk R“t:i’i~

-'jadlganggaﬂan i
. Menumbuhkan’ suatu pasa hu-

hungan sosial dangan rﬂasyara-
kat setempat, vang dilandaskan
pade kebutuhan timbal-balik atas
informasi yang benar mengenai
leadaan setempat,

. Mengadakan disgnosis terhadap

masaleh-masaleh vang dihadapi
masyarakat vancg berkaitan de-
ngan endapan bahava dan risiko
dalam situasi-situasi tertentu,

Menumbuhkan keinginan pada
masvarakat untuk menetralisasi
bahaya atau risiko dan mence-
gahnya menjadi gangguan.

agar keinginan
warga masyarakat menjadi tin-
dalkan vang nyata.

. Mempertahankan situasi  yang
mendorong terjadinya netralisasi
dan  pencegahan bahaya dan

risiko menjadi gangguan.

. Menanamkan kepercayaan pada
diri sendiri, bahwa netralisasi
dan pencegahan bahaya dan

risiko menjadi gangguan dapat
dilakukan secara mandiri sesuai
dengan hukum vyang berlaku.
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- Penutup.

Endapan bshave sgtay risiko
dalam situasi-situsi tertenty, kadang-
kadang. sssebabkan oleh sikap tin-

dak manusia pribadi, 'maupun ke

lompok, Kadangkadang hal it
timbul karena faktor-fakior vang
- berada .di luar kekusssan manu-
sia,. Seperti misalnya, lingkungan
alam vang menyebabkan  orang

menjadi-. keras dan .agresif, Kebu-

dayaan ‘masvarakat kadangkadang
juga.. memberikan .peluang bagi
terjadinya  endapan babaya atau
risiko, misalnva, nilal materialismz

. vang dianggap menjadi folok ukur

kedudukan dan peranan. Fakitor
demikian menjadi ruang lingkup
masalah-masalah  mikro, vang se-
yogianya- diatasi —secars kasuistis.”
Penanganan terhadap masalah-ma-
salah endapan bahaya atau risiko

senaritiasa harus disesuaikan dengan *

keadaan setempat, walaupun lan-
dasannya secara makro sudah ada.

Untuk itu diperiukan "peréciidi%éﬁ:

vang memadai, vang berorientasi-

kan pada penanganan masalah-

masalah yang konvensional maupun -

yvang hipotetis sifatnya.

oolloo
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 Secara skematis gambarannya adalah , sei’sagaﬁ berikut:

1.Pembatasan - de o

B : :2. Pengﬂ‘ﬁ'ﬁp@f&ﬁ %ia'ta_ :

| 3.Pengolahan dan |
~ Analisisdata )

g .

4, \dentifikasi
kebutuhan

I

{ . 5. Penetapan dan
perumusan.tujuan . |

12. Umpan-balik

6. Perencanaan:
‘tindakan

7. Perkiraan konse- | | g pemilitan
‘kilensi tindakan ;

tindakan

9. Penyusunan
~ Rencana Kerja
! b,

10, Pelaksanaan. .1 | 11. Evaluasi. .
Rencana Peiaksanaan_
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